BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 38 TAHUN 2 022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

Menimbang

LINGKUNGAN KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

a. bahwa untuk mendukung terlaksananya tata kelola

pemerintahan yang baik yaitu Pemerintahan Daerah yang
transparan, akuntabel, efektif, efisien dan partisipatif
serta untuk memberikan pelayanan publik yang cepat,
tepat dan terjangkau oleh masyarakat sebagai wujud
reformasi birokrasi perlu didukung dengan sistem
pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu;

bahwa agar penyelenggaraan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik dapat dilaksanakan secara serasi
dan selaras dengan  kebijakan nasional, visi
pembangunan daerah dan tata kelola pemerintahan yang
baik, perlu mengatur ketentuan mengenai sistem
pemerintahan berbasis elektronik di Kabupaten Blora

bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf j
dan Lampiran huruf p Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di
lingkup pemerintah daerah merupakan Urusan
Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan
Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah;



Mengingat

Menetapkan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora;

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah  Berbasis
Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 154);

5. Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik di Lingkungan Kabupaten Blora (Berita
Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KABUPATEN BLORA.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor
13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan  Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kabupaten
Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor
13) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 19 Pasal 1 dihapus sehingga Pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Blora.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Blora.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang
selanjutnya disingkat SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE.

6. Sistem Informasi adalah sistem yang menyajikan
informasi  elektronik  yangberbasis  Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK).

7. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan
sistem informasi dari akses, penggunaan,
penyebaran, pengubahan, gangguan, atau
penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

8. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh
suatu badan publik yang berkaitan dengan
penyelenggara dan  penyelenggaraan  negara
dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan
badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-
Undang serta Informasi lain yang berkaitan dengan
kepentingan publik.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti
lunak, sarana dan prasarana, yang ketika
digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk
mendukung pelaksanaan SPBE.

Basis Data (Database) adalah suatu sistem yang
menyimpan data dalam jumlah besar dengan
mekanisme sistematis dan terstruktur.

Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah
data atau informasi secara otomatis sedemikian
rupa sehingga memberikan kemudahan dan
kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data
atau informasi yang diperlukan.

Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan
program komputer danprosedur yang dirancang
untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.

Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama,
standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh
Pemerintah Daerah.

Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang
dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola
oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi
kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan
Pemerintah Daerah lain.

Server adalah piranti khusus dalam jaringan
komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul
di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource
sharing.

Pengguna SPBE adalah Pemerintah Daerah,
pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan,
masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang
memanfaatkan Layanan SPBE.

Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang
memastikan terlaksananya pengaturan,
pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan
SPBE secara terpadu.

Manajemen SPBE adalah serangkaian proses
untuk mencapai pelaksanaan SPBE yang efektif,
efisien, dan berkesinambungan, serta layanan
SPBE yang berkualitas.

Dihapus.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang
terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras,
perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi
penunjang utama untuk menjalankan sistem,
aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan
penyimpanan data, perangkat integrasi/
penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.

Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan
yang terpadu dalam pelaksanaan SPBE.

Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang
mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan
informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan
keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan
SPBE yang terintegrasi.

Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang
mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan
pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan
oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE
dan yang memiliki nilai manfaat.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah
proses yang sistematis untuk memperoleh dan
mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset
teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan
untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara
teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria
dan/atau standar yang telah ditetapkan.

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk
atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratif yang disediakan oleh penyelenggara
pelayanan publik.

Pusat Data (Data Center) adalah suatu fasilitas
yang digunakan untuk menempatkan sistem
komputer dan komponen-komponen terkaitnya,
seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan
data.



29. Service Level Agreement yang selanjutnya disingkat
SLA adalah kesepakatan perjanjian layanan antara
dua kelompok.

30. Surat Elektronik adalah email yang digunakan
dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup
Pemerintah Daerah yaitu mail.blorakab.go.id.

Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 6 dihapus sehingga
Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan
penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

dihapus;

Arsitektur SPBE;

peta Rencana SPBE;

rencana dan anggaran SPBE;

Proses Bisnis;

data dan informasi;

Infrastruktur SPBE;

Aplikasi SPBE;

Keamanan SPBE; dan

j- Layanan SPBE.
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Ketentuan Pasal 7 dihapus.
Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 9

(1) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (2) huruf b bertujuan untuk
memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi
Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur
SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk
menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di
Kabupaten Blora.

(2) Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memuat domain arsitektur.

(3) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) mendeskripsikan substansi arsitektur yang
memuat :

a. domain arsitektur Proses Bisnis;



(5)

(8)

domain arsitektur Data dan Informasi;
domain arsitektur Infrastruktur SPBE,;
domain arsitektur Aplikasi SPBE;
domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
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domain arsitektur Layanan SPBE.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipetakan dan diselaraskan berdasarkan
referensi Arsitektur SPBE Nasional

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud ayat (1)
disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE
Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah.

Dalam rangka penyusunan dan menyelarasan
Arsitektur SPBE dengan Arsitektur SPBE Nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat
Daerah yang membidangi Komunikasi dan
Informatika  berkoordinasi dapat melakukan
konsultasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan
menjadi pedoman dalam proses integrasi Layanan
SPBE dengan instansi pusat dan/atau Pemerintah
Daerah lain.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

Pasal 13

Pemerintah Daerah menyusun rencana dan

anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 dengan:

a. berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta
Rencana SPBE; dan

b. mempertimbangkan usulan dan kebutuhan
anggaran SPBE dari Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana dan anggaran SPBE
dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang
membidangi tugas dan fungsi komunikasi,
informasi, statistik dan persandian dengan
berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang
membidangi tugas dan fungsi perencanaan dan
penganggaran.



(3) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE
dikoordinasikan dengan kementerian terkait sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 16

(1) Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, Perangkat
Daerah yang menyelenggaraan fungsi organisasi
dan tata laksana berkoordinasi dan dapat
melakukan konsultasi dengan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
aparatur negara dan Menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam
negeri.

(2) Proses Bisnis sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah menggunakan data dan
informasi dalam SPBE.

(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup semua jenis data dan informasi
yang dimiliki oleh Kabupaten Blora yang diperoleh
dari pengguna SPBE.

(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan
mengutamakan berbagi pakai data dan informasi
antar Perangkat Daerah dengan berdasarkan
tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan
informasi, dan pemenuhan standar
interoperabilitas data dan informasi yang
ditetapkan Pemerintah Pusat.

(4) Pemerintah Daerah menggunakan data dan
informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan pada Arsitektur SPBE

(5) Struktur serta format data dan informasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
harus sesuai dengan standar yang ditetapkan
dengan memperhatikan prinsip interoperabilitas
dan keamanan.



(6) Manajemen Data dilakukan melalui proses
pengelolaan arsitektur data, data induk, data
referensi, basis data, dan kualitas data.

(7) Manajemen Data dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah yang membidangi tugas dan fungsi
komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

9. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 20

(1) Penyelenggaraan Jaringan Intra sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a, dapat
menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri
oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun
oleh penyedia jasa layanan jaringan.

(2) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), bertujuan untuk menjaga keamanan
dalam melakukan pengiriman data dan informasi
antar simpul jaringan di lingkungan Pemerintah
Daerah.

(3) Pemerintah Daerah mengelola dan mengendalikan
keamanan Jaringan Intra yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi
dan Informatika.

(4) Penggunaan Jaringan Intra sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai
berikut:

a. membuat keterhubungan dengan Jaringan
Intra Pemerintah;

b. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika; dan

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan
keamanan dari kepala lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

10. Ketentuan ayat (3) Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21
berbunyi sebagai berikut:



11.

(1)

(2)

Pasal 21

Penggunaan Sistem Penghubung Layanan
bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan
integrasi antar Layanan SPBE.

Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem
Penghubung Layanan pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah
Daerah harus:

a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan
Intra dengan Jaringan Intra Pemerintah;

b. memenuhi standar interoperabilitas antar
Layanan SPBE yang ditetapkan Pemerintah;

c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi
dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang komunikasi
dan informatika; dan

d. mendapatkan pertimbangan kelaikan
keamanan dari lembaga yang
menyelenggarakan tugas pemerintahan di
bidang keamanan siber.

Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 2 (dua)

pasal yakni Pasal 21A dan Pasal 21B sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(4)

Pasal 21A

Dalam menyelenggarakan Infrastruktur SPBE,
Perangkat Daerah yang membidangi tugas dan
fungsi komunikasi, informasi, statistik dan
persandian yang membidangi melaksanakan fungsi
layanan Pusat Data.

Seluruh Perangkat Daerah harus memanfaatkan
layanan Pusat Data.

Layanan Pusat Data dilakukan reviu pada paruh
waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau
sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Reviu layanan Pusat Data sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilakukan oleh Sekretaris Daerah
melalui tim koordinasi SPBE



12.

13.

Pasal 21B

Dalam menyelenggaraan hal Pusat Data Nasional telah
ditetapkan dan tersedia, dapat menggunakan Pusat
Data Nasional.

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 22 disisipkan 1
(satu) ayat yakni ayat (2a) serta ayat (3) Pasal 22
diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1) Aplikasi SPBE digunakan oleh Pemerintah Daerah
untuk memberikan Layanan SPBE.

(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.

(2a)Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi
SPBE sebagaimana padaya ayat (2) huruf b
dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE.

(3) Keterpaduan pembangunan dan pengendalian
pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana pada
ayat (2a) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang komunikasi dan informatika

Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengembangan Aplikasi SPBE mengutamakan
penggunaan kode  sumber terbuka  yang
dilaksanakan berdasarkan siklus pengembangan
sistem yang meliputi tahap:

a. perencanaan;

analisis;

pembangunan dan/atau pengembangan;

penerapan; dan
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pemeliharaan.

(2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi
SPBE dilakukan berdasarkan Arsitektur SPBE
setelah mendapatkan rekomendasi spesifikasi
teknis dari Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika

(3) Dalam hal pengembangan  Aplikasi SPBE



14.

15.

menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah
Daerah harus mendapatkan pertimbangan dari
Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di  bidang komunikasi dan
informatika.

Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(4)

Pasal 43

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri
atas:

a. audit Infrastruktur SPBE;

b. audit Aplikasi SPBE; dan

c. audit Keamanan SPBE.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi

pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi
informasi dan komunikasi;

b. fungsionalitas teknologi informasi dan
komunikasi;

c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi
yang dihasilkan; dan

d. aspek teknologi informasi dan komunikasi
lainnya.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh Tim Auditor dibawah koordinasi Perangkat
Daerah yang membidangi sistem pengendalian
internal pemerintahan.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2
(dua) tahun.

Tim Auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan
Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang
ditetapkan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 47



(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan
Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit
Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta
Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE, dibentuk
tim koordinasi sebagai penyelenggara SPBE.

(2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Bupati

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 18 Oktober 2022

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
ARIEF ROHMAN

Diundangkan di Blora
pada tanggal 18 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
Cap Ttd.
KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2022 NOMOR 38

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora,

QL)
oy

Ditandatangani secara
elektronik oleh :

T SETIONO, SH, MM
NIP. 19770111 200501 1 006

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil
cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan BSrE
(Balai Sertifikasi Elektronik).
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